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III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya 

menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara 

tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka 

tertentu (Abdulkadir Muhammad, 2004: 2). Penelitian sangat diperlukan untuk 

memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai 

dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. 

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif adalah penelitian 

hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, 

sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, 

konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal. Penelitian ini akan dikaji 

secara normatif  dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi 

ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Tujuan akhir yang ingin dicapai peneliti berdasarkan proses 

adalah memperoleh gambaran secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang 

tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaannya. 
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B. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan secara 

lengkap, rinci, jelas dan sistematis terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang 

beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang atau peraturan daerah atau 

naskah kontrak atau objek kajian lainnya (Abdulkadir Muhammad, 2004: 115). 

Aspek lain pula yang dijadikan peneliti dalam memperoleh gambaran tentang 

penelitiannya berupa literatur-literatur yang menunjang terselesainya penelitian 

ini. Dalam hal ini, penelitian menggambarkan lingkup aspek Hukum Perdata 

Ekonomi, khususnya tentang tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak 

perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan. 

 

C. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif analitis. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau 

penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga 

mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian hukum normatif, tahap-tahap 

pendekatan masalah yang dapat ditentukan peneliti (Abdulkadir Muhammad, 

2004: 112) adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan pendekatan yang yang lebih sesuai dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian; 

2. Identifikasi pokok bahasan (topical subject) berdasarkan rumusan masalah 

penelitian; 
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3. Pembuatan rincian subpokok bahasan (sutopical subject) berdasarkan setiap 

pokok bahasan hasil identifikasi; 

4. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data, dan kesimpulan; 

5. Laporan hasil penelitian (dapat dalam bentuk karya ilmiah).   

 

D. Sumber Data 

 

Materi dari skripsi ini diambil dari data sekunder. Data-data sekunder yang 

dimaksud adalah: 

1. Bahan Hukum Primer 

Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang 

berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt); 

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tantang Dokumen Perusahaan; 

e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan 

hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu 

pengetahuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab induk perusahaan 

terhadap anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan. Selain literatur 

dan buku-buku tentang ilmu pengetahuan hukum bahan hukum sekunder juga 

dapat berupa jurnal hukum, koran-koran, karya tulis ilmiah. 
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3. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu semua dokumen yang berkaitan dengan konsep-konsep dan keterangan-

keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus. 

  
E. Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan 

studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, 

putusan pengadilan (yurisprudensi) dan buku karya tulis bidang hukum. Ketiga 

jenis pustaka ini biasanya dikoleksi di pustaka umum atau perpustakaan khusus 

bidang hukum. Kegiatan studi pustaka dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap  

(Abdulkadir Muhammad, 2004: 125) berikut: 

1. Penentuan sumber data sekunder (sumber primer dan sekunder) berupa 

perundang-undangan, putusan pengadilan dokumen hukum, catatan hukum, 

dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum; 

2. Indentifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang 

diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa 

ketentuan pasal perundang-undangan, nomor dan tahun putusan pengadilan, 

nama dokumen hukum, nama catatan hukum dan judul, nama pengarang, 

tahun penerbitan, dan halaman karya tulis bidang hukum; 

3. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah (pokok bahasan dan 

subpokok bahasan), dengan cara pengutipan atau pencatatan; 

4. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan 

kebutuhan dan rumusan masalah. 
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F. Pengolahan Data 

 

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya yang 

akan dilakukan oleh penliti adalah mengolahan data yang sudah terkumpul 

tersebut. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara (Abdulkadir 

Muhammad, 2004: 126) sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data (editing) 

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah 

benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. 

2. Penandaan data (coding) 

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku 

literatur, perundang-undangan, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama 

penulis, tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama 

tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya). Catatan atau tanda dapat 

ditempatkan dalam body text. Jika itu buku literatur, catatan terdiri dari nama 

penulis, tahun penerbitan, dan halaman. Jika itu perundang-undangan, catatan 

terdiri dari nomor pasal, nomor, tahun, judul undang-undang. 

3. Rekonstruksi data (reconstructing) 

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah 

dipahami dan diinterpretasikan. 

4. Sistematisasi data (sistematizing) 

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan 

uraian masalah. 

 

 

 

 



46 

 

G. Analisis Data 

 

Analisi data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis 

kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interpretasin data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensip artinya analisis 

secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap 

artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis. 

Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian 

hukum normatif yang bermutu dan sempurna (Abdulkadir Muhammad, 2004: 

127).  

 


